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Don’t wait for things to get easier, simpler, better. 
Life will always be complicated. Earn to be right now.  
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ETI MAFRUKHA, 5117500035, IMPLEMENTASI LAYANAN 
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN PADA 
KEPOLISIAN SEKTOR TEGAL TIMUR TEGAL KOTA 
 
 
Penelitian hukum ini dilaksanakan di kantor kepolisian sektor tegal timur 
tegal kota . Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari 
perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang 
terkait dengan pembahasan penulis.  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian 
sebagai berikut, (1) pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pembuatan 
surat keterangan kehilangan pada kepolisian sektor di kota tegal tidak sesuai 
dengan uu no. 25 tahun 2009 karena belum adanya standar pelayanan yang harus 
dimiliki oleh semua kepolisian khususnya di kepolisian sektor tegal timur tegal 
kota. (2) faktor penegak hukum menjadi faktor pendukung dan sarana atau 
fasilitas menjadi faktor penghambat pelaksanaan standar operasional prosedur 








ETI MAFRUKHA, 5117500035, THE IMPLEMENTATION OF THE LOSS 
CERTIFICATE MAKING SERVICE TO THE EAST TEGAL SECTOR 
POLICE TEGAL KOTA 
 
This legal research was conducted at the police station of the east tegal 
sector of tegal city. The type and source of data in this study is secondary data 
which is data obtained indirectly derived from legislation, literature, reports, 
books and scientific writings related to the discussion of the author.  
From the research conducted, the author obtained the following research 
results, (1) the implementation of standard operating procedures in the 
manufacture of loss certificates to the police sector in tegal city is not in 
accordance with law no. 25 of 2009 because there is no standard of service that 
must be owned by all police, especially in the police sector east of tegal city. (2) 
Law enforcement factors become supporting factors and facilities or facilities 
become factors inhibiting the implementation of standard operating procedures in 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik seyogyanya 
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk 
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Pemerintah mempunyai peranan yang begitu penting dalam menyediakan 
pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya
1
. Pada bagian 
menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009) menetapkan sebagai berikut: 
“Meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk 
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik”
2
.  
Lijan Poltak Sinambela, pelayanan publik menjadi persoalan yang 
perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis 
seperti itu, secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan 
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dimana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan 
mereka sehari-hari banyak kita lihat
3
.  
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan sebuah pelayanan, 
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan pelayanan tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan manusia
4
. Berdasarkan survey yang dilakukan 
Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2012 telah menerima 2.209 
laporan dari masyarakat. Dari 2.209 laporan masyarakat, 383 lainya terkait 
dengan pelayanan di Institusi Kepolisian. Sementara sejak Januari sampai 
September 2013, Ombudsman telah menangani 129 laporan dari masyarakat 
yang mengadukan buruknya pelayanan di kepolisian. “Besarnya jumlah 
laporan itu merupakan salah satunya indikator betapa pelayanan publik di 
kepolisian masih terbilang buruk dan perlu penyempurnaan lebih lanjut”, 
kata Budi Santoso Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan
5
.  
Pungli juga dialami penulis ketika sebelum melakukan penelitian, 
penulis pernah sekali mengurus surat keterangan kehilangan Kartu Tanda 
Penduduk di Kepolisian Sektor, penulis mengeluarkan uang senilai dua 
puluh ribu rupiah, kata petugas kepolisian sebagai uang kertas.  
Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu 
penyelenggara pelayanan publik, diantaranya dalam hal mengeluarkan surat 
izin dan atau surat keterangan bagi masyarakat misalnya surat keterangan 
kehilangan. Surat keterangan kehilangan sangat penting karena sebagai 
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pendukung untuk mengurus penggantian dokumen yang hilang. Surat 
keterangan kehilangan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian 
Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf k Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ( UU 
No. 2 Tahun 2002 ) menyatakan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan 
tugas Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang 




Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Huruf k UU No. 2 Tahun 2002, salah 
satu tugas kepolisian dalam pemberian layanan kepada masyarakat adalah 
memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya dalam 
lingkup tugas kepolisianya.
7
 Pelayanan Polri pada era reformasi bagi 
institusi Polri melibatkan dua unsur yaitu polisi pada satu sisi dan 
masyarakat pada sisi lainya. Kedua unsur tersebut tidak dapat dilepaskan 
akan tetapi dapat dibedakan. Kedua unsur di atas selalu dekat dan melekat 
melalui pesan atau jasa yang disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang 
profesional dapat dilakukan melalui kontak pelayanan secara langsung agar 




Pelayanan yang berkualitas yang diberikan instansi kepolisian juga 
sangat ditentukan oleh para pelaksana pelayanan di lapangan dan loket-loket 
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pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan juga l 
perlu dibukal pintu pelayananl yang jelasl dan terukur l bagi lmasyarakat, 
karena denganl jelas tercantuml syarat danl biaya
9
.  
Untukl peningkatan kualitasl pelayanan kepadal masyarakat, sertal 
meningkatkan efektivitasl dan efisiensil pelaksanaan tugasl dan 
tanggungjawab l individual aparaturl organisasi secaral keseluruhan perlul 
adanya Standarl Operasional Prosedurl (SOP)
10
. Untukl mengurangi tingkatl 
kesalahan danl kelalaian yangl mungkin dilakukanl oleh kepolisianl dalam 
melaksanakanl tugas mengeluarkanl surat keteranganl kehilangan, perlul 
adanya Standarl Operasional Prosedurl Sentral Pelayanan l Kepolisian 
Terpadul (SOP SPKT), SOP SPKT l merupakan Serangkaianl instruksi tertulisl 
yang dibakukanl dalam memberikanl pelayanan kepolisianl kepada 
lmasyarakat, dalam bentukl penerimaan danl penanganan pertamal 
laporan/pengaduan Suratl Keterangan Tandal Lapor Kehilangan l (SKTLK).  
Pelayanan l yang baik l akan berpengaruhl kepada kesejahteraanl 
masyarakat. Salahl satu pelayananl yang diberikanl pemerintah kepadal 
masyarakat adalahl melayani administrasil negara, yakni l mengurus identitasl 
resmi yangl wajib dimilikil oleh setiapl masyarakat yangl berdomisili dil 
Negara Indonesia
11
. Padal Pasal 2 l Undang-undang Nomor l 23 Tahunl 2006 
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tentangl Administrasi Kependudukan l mengatur bahwal identitas hukuml 
merupakan hakl dari setiapl penduduk Indonesia
12
. Akanl tetapi berdasarkanl 
Undang– Undang yangl sama lpula, identitas hukuml diatur sebagail 
kewajiban seluruhl penduduk lIndonesia. Misalnya, sebagaimana l yang 
tercantuml dalam Pasall 13 Ayat l (1)15 danl Pasal 63l Ayat (1 l) tentang 
kewajibanl penduduk Indonesial yang berusial 17 Tahunl ke atasl untuk 
memilikil Kartu Tandal Penduduk (KTPl).  
Padal Pasal 26 l Ayat (1 l) dan Ayat l (2) Undang–Undangl Nomor 39l 
Tahun 1999l tentang Hak l Asasi Manusial berbunyi:  
(1) “Setiapl orang berhakl memiliki, lmemperoleh, mengganti ataul 
mempertahankan statusl kewarganegaraannya”.  
(2) “Setiapl orang bebasl memilih kewarganegaraannya l dan tanpal 
diskriminasi berhakl menikmati hak-hakl yang bersumberl dan 
melekatl pada kewarganegaraannya l serta wajibl melaksanakan 
kewajibannyal sebagai warga l negara sesuail dengan ketentuanl 
peraturan lperundangan”.  
 
Kewajibanl penduduk Indonesial untuk memilikil identitas lhukum, 
dalam hall ini lKTP, menjadi pentingl untuk dipenuhil mengingat kepemilikanl 
KTP terkaitl berbagai pesoalanl identitas hukuml persoalan kesejahteraanl 
penduduk. Pentingnya l kepemilikan atas l KTP ini l juga didukungl oleh 
temuanl Asian Devolmentl Bank (ADBl) laporan ADBl tersebut menegaskanl 
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kaitan kepemilikanl identitas hukuml dan pemenuhanl hak-hak mendasarl dari 
anggotal masyarakat terutama l warga lmiskin. Artinya, apabila l warga 
masyarakatl memiliki lKTP, hak-hak dasarl lain tersebutl dapat ldipenuhi. 
Dengan katal lain, identitasl menjamin aksesl atas kesempatanl pendidikan, 
pekerjaanl dan perlindunganl hukum daril negara kepadal warga miskin
13
. 
Berdasarkanl latar belakangl masalah dil atas, danl pemaparan kondisil nyata 
dil lapangan makal penulis inginl meneliti bagaimana penarapan SOP 
pembuatan surat keterangan kehilangan KTP di Kantor Kepolisian Sektor 
(Polsek). 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 
di bahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implementasi layanan pembuatanl surat keteranganl 
kehilangan padal kepolisian sektorl tegal timur tegal lkota?  
2. Apa lfaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi layanan 
pembuatanl surat keteranganl kehilangan padal kepolisian sektorl tegal 
timur tegal lkota? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian inil memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :  






1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi layanan pembuatan l 
surat keteranganl kehilangan padal kepolisian sektorl tegal timur tegal 
lkota.  
2. Untuk mengetahui danl memahami faktor-faktorl yang mempengaruhi 
implementasi layanan pembuatan l surat keteranganl kehilangan padal 
kepolisian sektorl tegal timur tegal lkota. 
D. Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum 
ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang 
diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :  
1. Manfaat Teoritis  
Manfaat Teoretis dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan 
sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya, dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dalam 
implementasi layanan pembuatan l surat keteranganl kehilangan padal 
kepolisian sektorl tegal timur tegal lkota.  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait 




Penelitian Luki Teguh Prayoga, 2020, yang berjudul “Manajemen 
Administrasi Bagian Umum Polsek Tegal Timur”. Laporan Kerja Praktek 
ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang lebih pelaksanaan 
tugas pokok dan kinerja polsek tegal timur,.  
Penelitian Shinta Esabella dan A. Rahman, 2017 yang berjudul 
“Perancangan Aplikasi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Pada 
Kantor Kepolisian Resor Sumbawa Berbasis Androit”. Penelitian ini 
merupakan penelitian empiris yang menghasilkan Aplikasi SKTLK yang 
sesuai dengan perancangan. Meskipun aplikasi ini hanya menyajikan 
laporan kehilangan kartu tanda penduduk dan berjalan dalam jaringan 
Localhost dalam penelitian laboratorium, namun telah menunjukan hasil 
yang dapat dijadikan sebagai konsep dasar untuk pengembangan Aplikasi 
SKTLK sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukkan 
untuk membantu Pemegang Kebijakan Tertinggi pada Kepolisian Resor 
Sumbawa dalam mengambil keputusan terhadap proses peengembangan 
aplikasi yang lebih kompleks dan terintegrasi sebagai proses pelayanan 
kepada masyarakat.  
Penelitian Mosses Aidjili, dkk, 2019, yang berjudul “Perancangan 
aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat untuk kepolisian dengan study 
kasus di Polres Batang”, Penelitian ini membahas tentang Pembuatan 
aplikasi Pelayanan yang dibangun untuk memberikan kemudahan dalam 
pelayanan masyarakat dengan melihat kebutuhan kebutuhan yang sangat di 




pembuatan dan laporan surat ijin, surat keterangan tanda kehilangan barang, 
surat laporan pemeriksaan, surat tentang kejahatan dan pelanggaran dan 
surat hasil penyelidikan.  
Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut 
di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. 
Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk Skripsi ini 
mengarah kepada aspek kajian tinjauan yuridis empiris khusus pada 
bagaimana implementasi layanan pembuatan surat keterangan kehilangan di 
kepolisian dengan didasarkan pada pengkajian hasil penelitian di lapangan 
dengan memadukan bahan-bahan hukum. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu 
penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis 
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 
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2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis 
yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 
positif yang menyangkut permasalahan di atas.
15
 Metode deskriptif 
analitis bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang 
terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang 
ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan 





3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer 
yakni yang diperoleh dari studi lapangan (field research) berupa 
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari undang-undang, 
buku-buku, sumber internet, dan lain-lainnya. Dalam penelitian yang 
dijadikan sumber data yang dapat digunakan untuk melakukan 
penelitian, yaitu sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  
a) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dan 
utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari 
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Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan 
yang berlaku, sehubungan dengan ini bahan hukum primer. 
b) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu 
proses analisis, yang terdiri dari:  
1) Buku-buku ilmiah yang terkait  
2) Laporan penelitian  
3) Jurnal ilmiah  
4) Media elektronik  
5) Surat kabar (Koran)  
6) Pendapat para ahli hukum  
7) Tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian  
c) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal 
dari kamus bahasa hukum dan ensiklopedi.  
 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis 
teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, studi bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview
17
.  
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a. Penelitianl kepustakaan (Libraryl research)  
Dalaml hal inil penulis melakukanl penelitian melaluil buku-buku, 
peraturan-peraturanl dan bahan-bahanl lainnya yangl 
berhubungan dengan l materi yangl dibahas dalaml penelitian lini.  
b. Penelitian Lapangan l (Field Researchl)  
Penulis langsungl mengadakan penelitianl ke lapanganl yaitu 
denganl cara mengadakanl penelitian kel Kantor Kepolisianl 
dengan mengadakanl wawancara sejumlahl pertanyaan danl 




Penulisl langsung menelitil pada objekl penelitian danl berusaha 
mendapatkanl data yangl bersifat objektifl dengan lcara;  
a. lObservasi; yaitu pengamatanl yang dilakukanl tanpa mengajukanl 
pertanyaan danl pencatatan tidakl tergantung kepadal responden, 
untukl memperoleh informasil serta gambaranl empiris tentangl 
data-data yangl diperlukan denganl mengadakan pengamatanl 
langsung padal objek lpenelitian.  
b. lWawancara; yaitu pengumpulanl data dengan l cara wawancaral 
dengan memintal keterangan melaluil pertanyaan yangl telah 
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5. Metode Analisis Data 
Metodel yang digunakan l untuk menganalisis l data adalahl metode 
lkualitatif, yaitu mengungkapkan l dan memahamil kebenaran masalahl 
serta pembahasanl dengan menafsirkanl data yangl diperoleh kemudianl 
menarik satul kesimpulan berdasarkanl analisis yangl telah dilakukanl 
dan menuangkannyal dalam bentukl kalimat yangl tersusun secaral 




G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi 
dalam empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara 
satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, sistematika penulisan 
skripsi diuraikan sebagai berikut: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang 
bersifat umur, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan.  
BAB II Bab ini merupakan tinjauan konseptual yang berisi beberapa 
tinjauan umum mengenai pelayanan publik, tinjauan umum tentang 
kepolisian sebagai penyelenggara pelayanan publik, tinjauan umum 
tentang standar operasional prosedur dan tinjauan umum tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 
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BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian implementasi layanan pembuatan l 
surat keteranganl kehilangan padal kepolisian sektorl tegal timur tegal 
kotal dan faktor-faktorl yang mempengaruhi implementasi layanan 
pembuatanl surat keteranganl kehilangan padal kepolisian sektorl tegal 
timur tegal kotal 
BAB IV Bab inil merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi 





BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK 
Pelayanan l publik menurutl Pasal 1 l Angka (1 l) UU lNo. 25 Tahunl 2009 
adalahl kegiatan ataul serangkaian kegiatanl dalam rangkal pemenuhan 
kebutuhanl pelayanan sesuail dengan peraturanl perundangundangan bagi l 
setiap wargal negara danl penduduk atasl barang, jasal atau pelayananl 
administratif yangl disediakan olehl penyelenggara pelayanan l publik. 
Pengguna l yang dimaksudkanl disini adalahl warga negara l yang 




Samparal Lukman, pelayanan l adalah setiapl kegiatan yangl 
menguntungkan dalaml suatu kumpulanl atau lkesatuan, dan menawarkanl 
kepuasan meskipunl hasilnya tidakl terikat suatul produk secaral fisik yangl 
terjadi interaksil fisik dalaml interaksi langsungl antar seseorangl dengan 
orangl lain ataul mesin secaral fisik yangl menyediakan kepuasanl 
pelanggan
22
. Dalam perspektifl hukum, pelayananl publik dapatl dilihat 
sebagail suatu kewajibanl yang diberikanl oleh konstitusil atau peraturanl 
perundang-undangan kepadal pemerintah untukl memenuhi hak-hakl dasar 
warga l negara ataul atau penduduknya l atas suatul pelayanan
23
.  
                                                 
21
 Lihat Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
22
 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta: STIA LAN Press, 2000, 
hlm.8 
23




Terkaitl dengan instruksil di atasl maka perlul diberikan pengertianl 
tentang Hukuml Administrasi lNegara. Hukum Administrasi l Negara adalahl 
bagian daril hukum lpublik, hukum yangl mengatur tindakanl pemerintah danl 
mengatur tentangl hubungan antaral pemerintah denganl warga lnegara. 
Hukum Administrasil Negara berisil aturan mainl yang berkenaanl dengan 
fungsi l organ-organ pemerintahan
24
. Hukum l Administrasi Negaral 
dikalangan PBBl dan keserjanaanl internasional, diklasifikasi l baik dalaml 
golongan ilmu-ilmul hukum maupunl dalam ilmul administrasi, hukuml 
administrasi negaral terletak diantaral hukum privatl dan hukuml pidana
25
. 
Tujuanl Undang-Undang Pelayanan l Publik berdasarkanl pasal 3l UU 
lNo. 25 Tahunl 2009 adalahl sebagai lberikut:  
a. Terwujudnya l batasan danl hubungan yangl jelas tentangl hak, 
ltanggungjawab, kewajiban danl kewenangan seluruhl pihak yangl 
terkait denganl pelayanan lpublik. 
b. Terwujudnya l sistem penyelenggaraanl pelayanan publikl yang 
layak l sesuai dengan l asas umum l pemerintahan yangl baik.  
c. Terpenuhinyal penyelenggaraan pelayananl publik sesuai l dengan 
peraturanl perundang-undangan; danl 
d. Terwujudnya l perlindungan danl kepastian hukuml bagi 
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Standarl pelayanan publikl berdasarkan Pasall 21 UUl No. 25l Tahun 
2009l standar pelayanan l sekurang-kurangnya lmeliputi:  
a. Dasarl Hukum  Peraturanl perundang-undangan yangl menjadi 
dasarl hukum penyelenggaral negara.  
b. Persyaratanl  Syarat yangl harus dipenuhil dalam pengurusanl 
suatu jenisl pelayanan, baikl persyaratan tehnisl maupun 
ladministratif.  
c. lSistem, Mekanisme danl Prosedur Yaitul tata caral pelayanan 
yangl dibakukan bagil pemberi danl penerima lpelayanan. 
d. Waktul Penyelesaian Jangkal waktu yangl diperlukan untukl 
menyelesaikan seluruhl jenis lkegiatan.  
e. Biaya l Pelayanan  Biaya/tarifl termasuk rincianl yang ditetapkanl 
dalam prosesl pemberian lpelayanan.  
f. Kompetensil Pelaksana Kemampuanl yang harusl dimiliki olehl 
pelaksanaan lmeliputi, pengetahuan, lkeahlian, keterampilan danl 
pengalaman.  
g. Produkl Pelayanan Adalahl hasil pelayananl yang diberikanl dan 
diterimal sesuai denganl ketentuan yangl telah lditetapkan. 
h. Saranal dan lPrasarana, dan ataul Fasilitas Peralatanl dan fasilitasl 
yang diperlukanl dalam penyelenggaraanl pelayanan bagi l 
kelompok lrentan. 
i. Pengawasan l Intern  Pengawasanl yang dilakukanl oleh pemimpinl 




j. Penangananl Pengaduan, Saranl dan Masukanl Tata caral 
pelaksanaan lpenanganan, pengaduan danl tindak l anjut.  
k. Jumlahl Pelaksana Tersedianya l pelaksana sesuail dengan bebanl 
kerja. 
l. Jaminanl Pelaksanaan Memberikanl kepastian pelayananl 
dilaksanakan sesuail dengan standarl pelayanan.  
m. Jaminanl Keamanan danl Keselamatan Pelayanan l dalam bentukl 
komitmen untukl memberikan rasal aman danl bebas daril bahaya, 
lresiko, dan lkeragu-raguan.  
n. Evaluasil Kinerja Pelaksanal Penilaian untukl mengetahui 





Asas-asasl penyelenggaraan pelayanan l publik berdasarkan Pasal 4 UU 
No. 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:  
a. Asas kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidakb oleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.  
b. Asas kepastian hukum,yaitu jaminan terwujudnya hak dan 
kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.  
c. Asas kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status 
ekonomi.  
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d. Keseimbangan l hak danl kewajiban, yaitul pemenuhan hakl harus 
sebandingl dengan kewajibanl yang harusl dilaksanakan, baikl 
oleh pemberil maupun penerimal pelayanan.        
e. Asasl keprofesionalan, yaitul pelaksana pelayananl harus 
memilikil kompetensi yangl sesuai denganl bidang ltugas.  
f. Asasl partisipasif, yaitul peningkatan peranl serta masyarakatl 
dalam penyelenggaraanl pelayanan dengan l memperhatikan 
aspirasil kebutuhan danl harapan lmasyarakat. 
g. Asasl persamaan perlakuanl atau tidakl deskriminatif, yaitul setiap 
warga l negara berhakl memperoleh pelayanl yang ladil.  
h. Asasl keterbukaan, yaitul setiap penerimal pelayanan dapatl 
dengan mudahl mengakses danl memperoleh informasil mengenai 
pelayananl yang ldiinginkan.  
i. Asasl akuntabilitas yaituproses penyelenggaraan l pelayanan 
harusl dapat dipertanggungjawabkanl sesuai denganl ketentuan 
peraturanl perundang-undangan.  
j. Asasl fasilitas danl perlakuan khususl bagi kelompokl rentan, 
yaitul pemberian kemudahanl terhadap kelompokl rentan 
sehinggal tercipta keadilanl dalam lpelayanan.  
k. Asasl ketepatan lwaktu, yaitu penyelesaianl setiap jenisl pelayanan 
dilakukanl tepat waktul sesuai denganl standar lpelayanan.  
l. Asasl kecepatan, lkemudahan, dan keterjangkauanl yaitu setiapl 




terjangkauAsasl kecepatan, lkemudahan, dan keterjangkauanl 
yaitu setiapjenis pelayanan l dilakukan secaral cepat, lmudah, dan 
terjangkau
28
. Olehl karena litu, pelayanan publikl akan berkualitasl 
apabila memenuhil semua asasl di latas. 
Prinsip-Prinsipl Pelayanan Publik l Keputusan Menteril Pendayagunaan 
Aparturl Negara Nomorl 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentangl Pedoman Umuml 
Penyelenggara Pelayananl Publik menjelaskanl prinsip-prinsip pelayananl 
publik adalahl sebagai lberikut:  
1. Kesederhanaanl Prosedur pelayanan l publik tidakl berbelit-belit, 
mudahl dipahami danl mudah ldilaksanakan. 
2. lKejelasan: (a) Persyaratanl teknis danl administratif pelayanan l 
publik; (bl) Unit kerja/pejabatl yang berwenangl dan 
bertanggungjawabl dalam memberikanl pelayanan danl 
penyelesaian keluhanl persoalan/sengketa dalaml pelaksanaan 
pelayananl publik; (cl) Rincian biaya l pelayanan publikl dan tatal 
cara lpembayaran.  
3. Kepastianl waktu pelaksanaanl pelayanan publikl dapat 
diselesaikanl dalam kurunl waktu yangl telah lditentukan.  
4. Akurasi l produk pelayananl publik diterimal dengan lbenar, tepat, 
danl sah.  
5. Keamananl proses dan l produk pelayananl publik memberikanl 
rasa amanl dan kepastianl hukum.  
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6. Tanggungl jawab Pimpinanl penyelenggara pelayananl publik 
ataul pejabat yangl ditunjuk bertanggungjawab l atas 
penyelenggaraanl pelayanan danl penyelesaian keluhan/persoalanl 
dalam pelayananl publik.  
7. Kelengkapan l sarana danl prasarana tersedianya l sarana danl 
prasarana lkerja, peralatan kerjal dan pendukungl lainnya yangl 
memadai termasukl penyediaan saranal teknologi telekomunikasi l 
dan informatikal (telematika). 
8. Kemudahanl akses Tempatl dan lokasil serta saranal pelayanan 
yangl memadai, mudahl dijangkau olehl masyarakat, danl dapat 
memanfaatkanl teknologi telekomunikasi l dan linformatika.  
9. lKedisiplinan, kesopanan danl Keramahan pemberil pelayanan 
harusl bersikap ldisiplin, sopan danl santun, lramah, serta 
memberikanl pelayanan dengan l ikhlas. 
10. Kenyamananl lingkungan pelayanan l harus ltertib, teratur, 
disediakanl ruang tunggu l yang lnyaman, bersih, lrapi, lingkungan 
yangl indah danl sehat sertal dilengkapi denganl fasilitas 
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Ruangl lingkup pelayanan l publik menurutl Pasal 5 l Ayat (1 l) UU lNo. 
25 Tahunl 2009 lmeliputi: pelayanan barangl publik danl jasa publikl serta 
pelayananl administratif yangl diatur dalaml peraturan lperundang-undangan.  
(1) Pelayanan l barang publikl sebagaimana dimaksudl pada ayat l (1) 
lmeliputi:  
a. pengadaanl dan penyaluranl barang publik l yang dilakukanl 
oleh instansil pemerintah yangl sebagian ataul seluruh 
dananya l bersumber daril anggaran pendapatanl dan belanjal 
negara dan/ataul anggaran pendapatanl dan belanjal daerah;     
b. pengadaanl dan penyaluranl barang publikl yang adill 
diakukan olehl suatu badanl usaha yangl modal 
pendiriannyal sebagian ataul seluruhnya bersumberl dari 
kekayaanl negara dan/ataul kekayaan daerahl yang 
ldipisahkan; dan  
c. pengadaanl dan penyaluran l barang publikl yang 
pembiayaannya l tidak bersumberl dari anggaran l 
pendapatan danl belanja negaral atau anggaranl pendapatan 
danl belanja daerahl atau badanl usaha yangl modal 
pendiriannyal sebagian ataul seluruhnya bersumberl dari 
kekayaanl negara dan/ataul kekayaan daerahl yang 
ldipisahkan, tetapi ketersediaannya l menjadi misil negara 





(2) Pelayanan l atas jasal publik sebagaimanal dimaksud padal ayat (1l) 
meliputi: la. penyediaan jasal publik olehl instansi pemerintahl 
yang sebagianl atau seluruhl dananya bersumberl dari anggaran l 
pendapatan danl belanja negaral dan/atau anggaranl pendapatan 
danl belanja ldaerah; b. penyediaanl jasa publikl oleh suatul badan 
usahal yang modall pendiriannya sebagianl atau seluruhnya l 
bersumber daril kekayaan negaral dan/atau kekayaanl daerah 
yangl dipisahkan; danl c. penyediaanl jasa publikl yang 
pembiayaannya l tidak bersumberl dari anggaranl pendapatan danl 
belanja negaral atau anggaranl pendapatan danl belanja daerahl 
atau badanl usaha yangl modal pendiriannyal sebagian ataul 
seluruhnya bersumberl dari kekayaanl negara dan/ataul kekayaan 
daerahl yang ldipisahkan, tetapi ketersediaannya l menjadi misil 
negara yangl ditetapkan dalaml peraturan lperundang-undangan. 
(5) Pelayanan l publik sebagaimanal dimaksud padal ayat (1 l) 
harus memenuhil skala kegiatanl yang didasarkanl pada ukuranl 
besaran biaya l tertentu yangl digunakan danl jaringan yangl 
dimiliki dalaml kegiatan pelayananl publik untukl dikategorikan 
sebagail penyelenggara pelayananl publik.  
(3) Ruangl lingkup sebagaimanal dimaksud padal ayat (5l) diatur 
lebihl lanjut dalaml peraturan lpemerintah.  
(4) Pelayanan l administratif sebagaimana l dimaksud padal ayat (1l) 




olehl negara danl diatur dalaml peraturan perundang-undanganl 
dalam rangkal mewujudkan perlindunganl pribadi, lkeluarga, 
kehormatan, lmartabat, dan hartal benda wargal negara.  
(5) Tindakanl administratif olehl instansi nonpemerintahl yang 
diwajibkanl oleh negaral dan diaturl dalam peraturanl perundang-
undangan sertal diterapkan berdasarkanl perjanjian denganl 
penerima lpelayanan.  
Hal-hall yang diliputil pelayanan publikl berdasarkan Pasall 5 Ayat l (2) 
ladalah: pendidikan, lpengajaran, pekerjaan danl usaha, tempatl tinggal, 
komunikasil dan linformasi, lingkungan lhidup, kesehatan, jaminanl sosial, 





B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN SEBAGAI 
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
Pasal 15 Ayat (1) Huruf k UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: 
“Dalaml rangka menyelenggarakanl tugas Kepolisianl Republik Indonesial 
secara umuml berwenang mengeluarkanl surat izinl dan/atau suratl keterangan 
yanlg diperlukan dalaml rangka pelayananl masyarakat”. Mengeluarkanl surat 
keteranganl yang diperlukanl dalam rangkal pelayanan masyarakatl 
sebagaimana dimaksudl di atasl merupakan bagianl dari pelayanan l 
administratif sebagaimana l dimaksud Pasall 5 Ayatl (1) UUl No. 25l Tahun 
                                                 
30




2009l menetapkan bahwal pelayanan publikl meliputi pelayananl barang 
lpublik, pelayanan jasal publik sertal pelayanan administratif
31
.  
Suratl keterangan kehilanganl yang dikeluarkanl kepolisian masukl 
dalam pelayanan l administratif karenal surat keteranganl kehilangan bukanl 
termasuk jasal publik danl barang lpublik. Berdasarkan uraianl di atasl maka 
dapatl disimpulkan bahwal layanan mengeluarkanl surat keteranganl 
kehilangan olehl kepolisian dapatl digolongkan sebagai l pelayananl publik. 
Pengertianl organisasi penyelenggara l pelayanan publikl berdasarkan 
Pasall 1 Ayat l (4) UUl No. 25l Tahun 2009l adalah satuanl kerja penyelenggara l 
pelayanan publikl yang beradal di lingkunganl institusi penyelenggaral negara, 
lkorporasi, lembaga independenl yang dibentukl berdasarkan undang-undangl 
untuk kegiatanl pelayanan publikl dan badanl hukum lainl yang dibentukl 
semata-mata untukl kegiatan pelayanan l publik
32
.  
Lembagal kepolisian dil Indonesia secaral tegas diaturl dalam lUndang-
Undang Dasar 1945 l (UUD 1945l). Kepolisian termasukl lembaga  Adapun l 
isi daril Pasal 30 l Ayat (4l) UUD 1945 l menyatakan lbahwa: “Polri sebagail 
alat negaral yang menjagal keamanan danl ketertiban masyarakat l bertugas 
lmelindungi, mengayomi, melayani l masyarakat, sertal menegakan lhukum”
33
.  
Kepolisian daril segi kelembagaanl akan masukl sebagai penyelenggara l 
pelayanan publikl jika memenuhil salah satul dari berbagail organisasi 
penyelenggaral pelayanan publikl sebagai lberikut: Institusi penyelenggara l 
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lnegara; Korporasi; Lembaga l independen yangl dibentuk berdasarkanl 
Undang-Undangl dan Badan l hukum lainl yang yangl dibentuk semata-matal 
untuk kegiatanl pelayanan lpublik.  
Menurutl penulis kepolisianl masuk dalaml poin pertamal yaitu institusil 
penyelenggara negaral karena dilihatl dari fungsi l kepolisian sebagaimana l 
diatur dalaml Pasal 2l UU lNo. 2 Tahunl 2002 bahwal fungsi kepolisianl adalah 
salahl satu fungsi l pemerintahan negaral dan ketertibanl masyarakat, 
penegakanl hukum, perlindunganl pengayoman, danl pelayanan kepadal 
masyarakat. Denganl demikian dapatl disimpulkan kepolisianl sebagai 
institusil penyelenggara lnegara. Oleh karenal itu berdasarkanl kedua hall yang 
telahl diuraian dil atas, yaitul layanan kepolisianl sebagai pelayananl publik 
danl kepolisian sebagail  organisasi l penyelenggara pelayananl publik makal 
dapat disimpulkanl bahwa kepolisianl dapat digolongkanl sebagai 
penyelenggaral pelayanan lpublik. 
 
C. TINJAUAN UMUM TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR  
Standarl Operasional Prosedurl adalah serangkaianl instruksi tertulisl 
yang dibakukanl mengenai berbagail proses penyelenggaraanl aktivitas, 
organisasil penyelenggara bagaimana l dan kapanl harus ldilakukan, dimana 
danl oleh siapal diberlakukan
34
. 
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Prinsipl penyusunan Standarl Operasional Prosedurl Administrasi 
Pemerintahanl adalah sebagail berikut:  
a. Kemudahanl dan lkejelasan. Prosedur-prosedur yangl 
distandarkan harusl dapat denganl mudah dimengertil dan 
diterapkanl oleh semual aparatur bahkanl bagi lseseorang yang 
samal sekali barul dalam pelaksanaanl tugasnya;  
b. Efesiensil dan lefektivitas. Prosedur-prosedur yangl distandarkan 
harusl merupakan prosedurl yang palingl efisien danl efektif 
dalaml proses pelaksanaanl tugas;  
c. lKeselarasan. Prosedur-prosedur yangl yang distandarkanl harus 
selarasl dengan prosedur-prosedurl standar lainl yang lterkait;  
d. lKeterukuran. Output daril prosedur-prosedur yangl distandarkan 
mengandungl standar kualitasl atau mutul baku tertentul yang 
dapatl diukur pencapaianl keberasilanya;  
e. lDinamis. Prosedur-prosedur yangl distandarkan harusl dengan 
cepatl dapat denganl mudah disesuaikanl dengan kebutuhanl 
peningkatan kualitasl pelayanan yangl padal bab Il huruf c l angka 
1l berkembang dalaml penyelenggaraan administrasi l 
pemerintahan;  
f. Berorientasil pada pengguna l atau pihakl yang ldilayani. Prosedur-
prosedur yangl distandarkan harusl mempertimbangankan 
kebutuhanl pengguna ( lcustumer’s needs) sehingga l dapat 




g. Kepatuhanl hukum. Prosedur-prosedurl yang distandarkanl harus 
memenuhil ketentuan danl peraturan-peraturan pemerintahl yang 
lberlaku;  
h. Kepastianl hukum. Prosedur-prosedurl yang distandarkanl harus 
ditetapkanl oleh pimpinanl sebagai sebuahl produk hukum l yang 
lditaati, dilaksanankan dan l menjadi instrumenl untuk melindungil 




Prosedurl Standar Operasionall Polsek adalahl sebagai lberikut:  
1) Melaksanakanl serah terimal tugas denganl mengecek jumlahl 
personel. Kerapihanl personel, jumlahl tahanan, kondisil sehat 
ltahanan.  
2) Petugasl mengedepankan keramahanl dengan menerapkanl 
senyum lsapa, salam, sopanl dan lsantun.     
3) Petugasl mempersilahkan pelaporl untuk masukl dan dudukl di 
tempatl yang ldisediakan.  
4) Petugasl menanyakan identitasl pelapor danl informasi yangl akan 
ldilaporkan.  
5) Apabilal yang dilaporkanl menyangkut kehilanganl barang, makal 
dibuatkan suratl keterangan tandal lapor lKehilangan.  
6) Apabilal informasi yangl membutuhkan penanganl cepat makal 
petugas segera l melakukan penanganl tindak pertamal di tempatl 
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kejadianl perkara besertal perwakilan satuanl dan fungsi l masing-
masing yangl mendukung dalaml penanganan ltersebut.  
7) Memberikanl pelayanan masyarakat l dan suratl melalui suratl dan 
alatl komunikasi antaral lain ltelepon, pesan lsingkat, jejaring 
sosiall (internet). Memberikanl pelayanan informasil yang yangl 
berkaitan denganl kepentingan masyarakatl sesuai denganl 
peraturan lperundang-undangan. 
8) Menyiapakanl registrasi lpelaporan, penyusunan danl 
penyampaian laporanl harian kepadal kapolsek. 
 
Prosedurl tugas pengaduan l atau laporanl masyarakat Polsekl adalah 
sebagail berikut:  
1) Pelaporl diterima langsungl oleh anggota l jaga. 
2) Petugasl menanyakan, jikal perlu antarl ke lkspk. 
3) Memberikanl penjelasan atasl laporan ltersebut, jika dil butuhkan 
tindakanl laksanakan segeral dibantu anggotal jaga,  
4) Pembuatanl laporan suratl keterangan tandal lapor lkehilangan,  
5) Laporan l polisi langsungl diteruskan kel unit reskriml  







Dasarl Hukum pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan 
Pada Kepolisian sebagail berikut:  
1) Undang-Undangl Nomor 2l Tahun 2002l Tentang Kepolisianl 
Negara Republikl Indonesia; 
2) Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 1981 l Tentang kitabl Undang-
Undang Hukum l Pidana; 
3) Peraturanl pemerintah Nomorl 23 Tahunl 2007 Tentangl daerah 
Hukum l kepolisian Negaral Republik lindonesia;  
4) Peraturanl kapolri Nomorl 23 Tahunl 2010 Tanggal l 30 Septemberl 
2010 Tentangl susunan organisasi l dan tatal kerja padal tingkat 
kepolisianl resor danl kepolisian lsektor; 
5) Peraturanl kapolri Nomorl 7 Tahunl 2008 tentangl pedoman dasarl 
strategi danl implementasi pemolisianl masyarakat dalaml 
penyelenggaran tugas l Polri. 
 
D. TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM 
Faktor-faktorl yang mempengaruhil penegakan hukuml menurut 
Soerjonol Soekanto ladalah:  
1. Faktor l hukum ataul peraturan lperundang-undangan,     
2. Faktor l aparat penegakl hukumnya,  





4. Faktor l masyarakat, yaknil lingkungan sosiall dimana hukuml 
tersebut berlakul atau lditerapkan, berhubungan dengan l 
kesadaran danl kepatuhan hukuml yang merefleksil dalam 
perilakul masyarakat, 
5. Faktor l kebudayaan, yaknil hasil lkarya, cipta danl rasa yangl 
didasarkan padal karsa manusial di dalaml pergaulan lhidup.  
Kelima faktorl tersebut dil atas salingl berkaitan denganl eratnya, olehl 
karena merupakanl esensi daril penegakan lhukum, serta jugal merupakan 
tolakl ukur daril pada efektivitasl penegakan lhukum. Dengan ldemikian, maka 
kelimal faktor tersebutl akan dibahasl lebih lanjutl di lsini, dengan caral 




1. Faktor l Hukum (lUndang-Undang)  
Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang 
sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat 
beberapa asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut 
mempunyai dampak yang positif.  
2. Faktor Penegak Hukum  
Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak 
langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Namun, penegak 
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hukuml disini akanl dibatasi padal kalangan yangl secara khususl 
berkecimpung dalaml bidang penegakanl hukum yangl tidak hanya l 
mencakup ”lawl enforcement”, akanl tetapi jugal ”peace lmaintenance”. 
Kiranya sudah l dapat diduga l bahwa kalanganl tersebut mencakupl 
mereka yangl bertugas dibidangl kehakiman, lkejaksaan, kepolisian, 
lkepengacaraan, dan lpemasyarakatan.  
Berdasarkanl kalangan yangl penulis uraikanl di atasl yang akanl 
penulis telitil hanya kalangan l yang bertugasl dikepolisian. Secaral 
sosiologis, makal setiap penegakl hukum tersebutl mempunyai 
kedudukanl dan lperanan. Kedudukan (sosiall) merupakan posisil 
tertentu dil dalam strukturl kemasyarakatan, yangl mungkin ltinggi, 
sedang-sedang sajal atau lrendah. Kedudukan tersebutl merupakan 
suatul wadah, yangl isinya adalahl hak-hak danl kewajiban-kewajiban 
ltertentu. Hak-hak danl kewajiban-kewajiban tadil merupakan perananl 
(role). Olehl karena litu, maka seseorangl mempunyai kedudukanl 
tertentu, lazimnya l dinamakan pemegangl peranan (rolel occupant). 
Suatul hak sebenarnyal merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak 
berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.  
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan 
dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa 
antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (“status 




suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan 
yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu 
peranan (“role- distance”). 
Penegakl hukum merupakanl golongan panutanl dalam 
lmasyarakat, yang hendaknya l mempunyai kemampuan-kemampuanl 
tertentu, sesuail dengan aspirasil masyarakat. Merekal harus dapatl 
berkomunikasi danl mendapatkan pengertianl dari golongan l sasaran, 
disampingl mampu membawakanl atau menjalankanl peranan yangl 
dapat diterimal oleh mereka
37
. Golongan l panutan harusl dapat memilihl 
waktu danl lingkungan yangl tepat dil dalam memperkenalkanl norma-
norma ataul kaidah-kaidah hukuml yang baru l serta memberikanl 
keteladanan yangl baik
38
. Kendala yangl mungkin dijumpail pada 
penerapanl peranan yangl seharusnya daril golongan panutanl atau 
penegakl hukum. Mungkin l berasal daril dirinya sendiril atau daril 
lingkungan.  
3. Faktor l Sarana ataul Fasilitas  
Tanpal adanya saranal atau fasilitasl tertentu, makal tidak 
mungkin l penegakan hukum l akan berlangsungl dengan l ancar. Sarana 
ataul fasilitas ltersebut, antara lainl mencakup tenagal manusia yangl 
berpendidikan danl terampil, organisasil yang lbaik, peralatan yangl 
memadai, keuanganl yang cukup
39
. 
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Berdasarkanl sarana ataul fasilitas yangl telah diuraikanl di atasl 
maka penulisl hanya menelitil peralatan yangl memadai. Danl tanpa 
adanya l sarana ataul fasilitas ltersebut, tidak akanl mungkin penegak l 
hukum menyerasikanl peranan yangl seharusnya dengan l peranan yangl 
aktual.  
4. Faktor l Masyarakat  
Penegakl hukum berasall dari masyarakatl dan bertujuanl untuk 
mencapail kedamaian dil dalam lmasyarakat. Oleh karena l itu, 
dipandangl dari sudut l tertentu, makal masyarakat dapatl mempengaruhi 
penegakanl hukum ltersebut. Secara garisl besar, pendapatl masyarakat 
mengenail hukum, sangatl mempengaruhi kepatuhanl hukum. Kiranya l 
jelas bahwal hal inil ada kaitannya l dengan faktor-faktor l terdahulu, 
yaitul Undang-Undang, penegak l hukum danl sarana ataul fasilitas
40
. 
Masyarakatl Indonesia padal khususnya, mempunyai l pendapat 
pendapatl tertentu mengenail hukum. Pertama-tamal adalah berbagail 
pengertian ataul arti padal hukum, yangl variasinya adalahl sebagai 
lberikut:  
1) Hukum l diartikan sebagail ilmu lpengetahuan; 
2) Hukum l diartikan sebagail disiplin, yaknil sistem ajaranl tentang 
lkenyataan;  
3) Hukum l diartikan sebagail norma ataul kaidah, yakni l patokan 
perilakul pantas yangl diharapkan;  
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4) Hukum l diartikan sebagail tata hukuml (yakni hukuml positif yang 
tertulisl);  
5) Hukum l diartikan sebagail petugas ataupunl pejabat; 
6) Hukum ll diartikan sebagail keputusan pejabatl atau lpenguasa;  
7) Hukum l diartikan sebagail proses pemerintah; 
8) Hukum l diartikan sebagail perilaku teraturl dan lunik; 
9) Hukum l diartikan sebagail jalinan nilai; 
10) Hukum l diartikan sebagail seni41.  
Daril sekian banyak l pengertian yangl diberikan padal hukum, 
terdapatl kecenderungan yangl besar padal masyarakat, untukl 
mengartikan hukuml dan bahkanl mengidentifikasikannya dengan l 
petugas. Salahl satu akibatnya l adalah bahwal baik buruknyal hukum 
senantiasal dikaitkan denganl pola perilakul penegak hukuml tersebut, 
yangl menurut pendapatnya l merupakan pencerminanl dari hukuml 
sebagai strukturl maupun proses
42
. Warga l masyarakat rata-ratal 
mempunyai lpengharapan, agar polisi l dengan sertal merta dapatl 
menanggulangi masalahl yang dihadapil tanpa memperhitungkanl 
apakah polisil tersebut barul saja menamatkanl pendidikan 
kepolisiannya ataul merupakan polisil yang sudah berpengalaman
43
.  
Dengan l demikian dapatl dikatakan lbahwa, anggapan daril 
masyarakat tersebutl harus mengalamil perubahan-perubahan dil dalam 
kadar-kadarl tertentu. Perubahan-perubahanl tersebut dapatl dilakukan 










melaluil penerangan ataul penyuluhan hukuml yang sinambungl dan 
senantiasal dievaluasi lhasil-hasilnya, untuk kemudianl dikembangkan 
l agi. Kegiatan-kegiatan tersebutl nantinya dapatl menempatkan hukuml 
pada kedudukanl dan perananl yang lsemestinya.  
Dil samping adanya l kecenderungan yangl kuat daril masyarakat 
untukl mengartikan hukuml sebagai penegakl hukum ataul petugas 
lhukum, maka adal golongan-golongan tertentul dalam masyarakatl 
yang mengartikanl hukum sebagail tata hukuml atau hukuml positif 
ltertulis. Sebagai salahl satu akibatl negatif daril pandangan ataul 
anggapan bahwal hukum adalahl hukum positifl tertulis belakal adalah 
adanya l kecenderungan yangl kuat sekalil bahwa satu-satunya l tugas 
hukuml adalah kepastianl lhukum.  
Dengan adanyal kecenderungan untukl lebih menekankanl pada 
kepastianl hukum lbelaka, maka akanl muncul anggapan l kuat sekalil 
bahwa satu-satunyal tujuan hukuml adalah lketertiban. Lebih 
mementingkanl ketertiban lebihl menekankan padal kepentingan 
lumum, sehingga timbull gagasan-gagasan kuatl bahwa semual bidang 
kehidupanl akan dapatl diatur denganl hukum ltertulis. Kecenderungan-
kecenderungan yangl legistis tersebutl pada akhirnya l akan menemukanl 
kepuasan padal lahirnya perundang-undanganl yang beluml tentu 






5. Faktor l Kebudayaan  
Faktor l kebudayaan yangl sebenarnya, bersatul padu dengan l 
faktor lmasyarakat. Namun sengaja l dibedakan olehl karena dil dalam 
pembahasannyal akan diketengahkanl masalah sisteml nilai-nilai yangl 
menjadi intil dari kebudayaanl spiritual ataul non-materiel Kebudayaanl 
(sistem) hukuml pada dasarnya l mencakup nilai-nilail yang mendasaril 
hukum yangl berlaku, nllai-nilail yang manal merupakan lkonsepsi-
konsepsi abstrak mengenai l apa yangl dianggap baikl (sehingga dianutil) 
dan apal yang dianggap l buruk (hingga l dihindari). Nilai-nilail tersebut, 
lazimnya l merupakan pasangan l nilai-nilai yangl mencerminkan dual 
keadaan ekstriml yang harusl diserasikan. 
Pasangan l nilai-nilai yangl berperan dalaml hukum, adalahl 
sebagai lberikut:  
1) Nilail ketertiaban danl nilai ketentramanl  
2) Nilail jasmaniah/kebendaan danl nilai rohaniah/keahklakanl  




Dil dalam keadaanl sehari-hari, makal nilai ketertibanl biasanya 
disebutl dengan ketertarikanl atau ldisiplin, sedangkan nilail 
ketentraman merupakanl suatu lkebebasan. Pasangan nilai l kebendaan 
danl keahklakan jugal merupakan pasanganl nilai yangl bersifat 
luniversal. Akan tetapi l dalam kenyataanya l pada masyarakatl timbul 
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perbedaan-perbedaanl karena berbagail macam lpengaruh. Pengaruh 
daril kegiatan modernisasi l dibidang lmateril. Misalnya tidakl mustahil 
akanl menempatkan nilail kebendaan padal posisi yangl lebih tinggil 




Penempatanl nilai kebendaanl pada posisil yang lebihl tinggi, akan l 
mengakibatkan bahwal berbagai aspekl proses hukuml akan mendapat 
penilaianl dari segil kebendaan lsemata. Salah satul akibat daripada 
penempatanl nilai kebendaanl pada posisil yang lebihl tinggi daripadal 
nilai lkeahklakan, adalah bahwa l di dalaml proses pelembagaanl hukum 
danl masyarakat, adanyal sanksi-sanksi negatifl lebih dipentingkanl 
daripada kesadaranl untuk mematuhil hukum. lArtinya, berat ringannya l 
ancaman hukumanl terhadap pelanggaranl menjadi tolakl ukur 
kewibawaanl hukum.  
Pasangan l nilai konservatismel dan nilail inovarisme, senantiasal 
berperan dalaml pengembangan lhukum, oleh Karenal itu, satul pihak 
adal yang menyatakanl bahwa hukuml hanya mengikutil perubahan 
yangl terjadi danl bertujuan untukl mempertahankan “lstatus-quo”. 
Dilain lpihak, ada anggapanl yang kuat l pula, bahwal hukum jugal dapat 
berfungsi l sebagai saranal untuk mengadakanl perubahan danl 
menciptakan hal-hall baru. Keserasianl antara kedual nilai tersebutl akan 










Daril ulasan-ulasan yangl telah ldijabarkan, maka kelima l faktor 
yangl telah ldisebutkan, mempunyai pengaruh l terhadap penegakanl 
hukum. Mungkin l pengaruhnya adalahl positif danl mungkin juga l 
negatif. Akan l tetapi, diantaral semua faktorl tersebut, makal faktor 
penegakl hukum menempatil titik lsentral. Hal itul disebabkan, olehl 
karena Undang-Undangl disusun olehl penegak hukuml dan penegak l 
hukum dianggap l sebagai golongan l panutan hukuml oleh lmasyarakat.  
Kebudayaan l menurut Soerjonol Soekanto, mempunyail fungsi 
yangl sangat besarl bagi manusial dan lmasyarakat, yaitu mengatur l agar 
manusial dapat mengertil bagaimana seharusnya l bertindak, lberbuat, 
dan menentukanl sikapnya kalaul mereka berhubunganl dengan orangl 
lain. Denganl demikian, kebudayaan l adalah suatul garis pokok l tentang 
perikelakuanl yang menetapkanl peraturan mengenail apa yangl harus 
ldilakukan, dan apal yang ldilarang.  
Penegakl Hukum dil dalam prosesl penegakan hukuml seharusnya 
dapatl menerapkan dual pola yangl merupakan lpasangan. Yakni polal 
isolasi danl pola lintegrasi. Pola-pola tersebutl merupakan titik-titikl 
ekstrim, sehingga l penegak hukuml bergerak antaral kedua titikl ekstrim 
ltersebut. Artinya, kedua l pola tersebutl memberikan batas-batasl sampai 
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Faktor-faktorl yang memungkinkanl mendekatinya penegak l 
hukum padal pola isolasil adalah antaral lain:  
1) Pengalamanl dari wargal masyarakat yangl pernah berhubungan l 
dengan penegakl hukum, danl merasakan adanyal suatu intervensil 
terhadap kepentingan-kepentinganl pribadinya yangl dianggap 
sebagail gangguan terhadapl ketentraman (pribadil).  
2) Peristiwa-peristiwal yang terjadil yang melibatkanl penegak 
hukuml dalam tindakanl kekerasan danl paksaan yangl 
menimbulkan rasal takut.  
3) Padal masyarakat yangl mempunyai tarafl stigmatisasi yangl 
relatif ltinggi, memberikan “lcap” yang negatifl pada wargal 
masyarakat yangl pernah berhubungan l dengan penegak l hukum.  
4) Adanya l haluan tertentul dari atasanl penegak lhukum, agar 
membatasil hubungan denganl warga lmasyarakat, oleh karena l 
ada golongan l tertentu yangl diduga akanl dapat memberikanl 
pengaruh burukl kepada penegakl hukum
48
.  
Namunl dibalik itul semua, dil dalam konteksl sosial ltertentu, pola 
isolasil mempunyai keuntungan-keuntungan l tertentu, yaknil antara 
l ain:  








a) Hubungan l yang formall dalam interaksil sosial dapatl merupakan 
faktorl yang mantapl bagi penegak l hukum untukl menegakkan 
hukum. Apabilal penegak hukum l merupakan peloporl perubahan 
lhukum, maka kedudukanl yang lebihl dekat padal pola isolasil 
akan memberikanl kemungkinan yangl lebih besarl untuk 
melaksanakanl fungsi ltersebut.  
b) Adanya l kemungkinan bahwal tugas-tugas penegakl hukum secaral 
pararel berlangsungl bersamaan denganl perasaan antil penegak 
lhukum, namun dalaml keadaan ldamai.  





Beberapal faktor yangl mendekatkan padal pola interaksil adalah 
antaral lain, sebagail berikut:  
1) Bagianl terbesar warga l masyarakat menerima l penegak hukuml 
sebagai bagianl dari strukturl sosial lmasyarakat, walaupun belum l 
tentu adal pengetahuan danl kesadaran yangl sungguh-sungguh.  
2) Warga l masyarakat memerlukanl perlindungan terhadapl 
keselamatan jiwal dan hartal bendanya. 
Daril lima faktor-faktorl yang diuraikanl soerjono suekantol di 
latas, maka penulisl hanya menelitil dua faktorl yaitu penegakl hukum 
danl fasilitas. . 











BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Layanan Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan Pada 
Kepolisian Sektor Tegal Timur Tegal Kota 
Komponen standar pelayanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang tersedia di 
Kepolisian Sektor Tegal Timu, Polres Tegal Kota adalah sebagai berikut : 
1. Persyaratan 
Dari penelitian dan pengamatan l penulis syaratl untuk membuatl 
surat keteranganl kehilangan KTP l yaitu nomorl NIK lKTP, kehilangan 
ATMl hanya nomor l rekening ATMl dan kehilanganl STNK motor l 
hanya diperlukanl fotokopi lSTNK. Mengurusl surat keteranganl 
kehilangan ATMl diperlukan fotokopil nomor lrekening.  
Mengurusl surat keteranganl kehilangan ijazahl itu, persyaratanl 
yang dibutuhkanl hanya fotokopil ijazah. Syaratl mengurus surat l 
keterangan kehilanganl ATM yaitu l fotokopi nomorl rekening lpelapor. 
Berdasarkan datal di atasl maka dapatl diketahui bahwal mengenai 
persyaratanl memilikil persyaratan sesuail dengan jenisl surat 
keteranganl kehilangan yangl dibutuhkan. 
2. Biaya/Tarifl Pelayanan 
Berdasarkan hasil pengamatanl penulis makal dapat diketahuil 




dikenai biayal termasuk pengurusan surat keterangan kehilangan KTP 
tidakl dikenakan lbiaya, walaupun masihl ada oknuml yang melakukanl 
pungli, semual polsek tidakl memiliki standarl pelayanan. 
3. Sisteml Mekanisme danl Prosedur 
Hasil l pengamatan lpenulis, sistem, lmekanisme, dan prosedurl 
dalam pembuatanl surat keteranganl kehilangan, pelaporl melapor dil 
penjagaan kemudianl diarahkan dibagianl pelayanan lSPKT, setelah itul 
ditanya kehilanganl apa, kemudianl dicek persyaratanl jika dipenuhil 
langsung dibuatkanl surat keteranganl kehilangan.  
Padal polsek Tegal Timur hasil l wawancara mengenail 
mekanisme danl prosedur mengemukakanl bahwa: “Pelaporl diterima 
langsungl oleh anggota l jaga, petugasl menanyakan kehilanganl apa, 
kemudianl diantar kel bagian pelayanan l SPKT, ditanyakan l kehilangan 
lapa, kemudian dicekl persyaratan, jikal memenuhi langsungl dibuatkan 
suratl keterangan kehilanganl setelah selesail ditandatangani olehl 
pelapor suratl tersebut, kemudianl ditandatangani olehl pelaksana suratl 
keterangan kehilanganl selanjutnya distempell surat selesail dan 
diserahkanl kepada masyarakatl dan digunakanl sebagaimana 
lmestinya”.  
Sistem, mekanisme l dan prosedur l dalam pembuatanl surat 
keteranganl kehilangan pelaporl diterima langsungl oleh anggotal jaga, 
petugasl menanyakan kehilanganl apa kemudianl diantar kel bagian 




persyaratan, jikal memenuhi langsungl dibuatkan suratl keterangan 
kehilanganl setelah selesail ditandatangani olehl pelapor suratl tersebut, 
kemudianl ditandatangani olehl pelaksana suratl keterangan kehilanganl 
selanjutnya distempell surat selesail dan diserahkanl kepada masyarakatl 
dan digunakanl sebagaimana lmestinya.  
Berdasarkanl data dil atas makal dapat diketahuil bahwa secaral 
umum polsekl dalam pengurusanl surat keteranganl kehilangan 
memilikil sistem, mekanismel dan lprosedur, akan tetapil tidakl memiliki 
standarl pelayanan yangl dibakukan. 
4. Waktul Penyelesaian 
Hasil l pengamatan penulisl jangka waktul penyelesaian 
pembuatanl surat keteranganl kehilangan ATM adalah 7 menit l sudah 
lselesai. Berdasarkanl hasil wawancaral dan pengamatanl penulis makal 
dapat diketahuil bahwa dil polsek Tegal Timur jangkal waktu yangl 
dibutuhkan dalaml pembuatan suratl keterangan kehilanganl adalah 5l 
menit. Berdasarkanl data dil atas makal dapat diketahuil bahwa secaral 
umum jangkal waktu penyelesaianl pembuatan suratl keterangan 
kehilanganl adalah 5l menit. 
5. Kompentensi Pelaksanaan 
Hasil l pengamatan yangl dilakukan lpenulis, pelaksanan 
pelayananl sudah ahlil dalam membuatl surat keteranganl kehilangan itul 
dilihat penulisl dari cepatnya l menyelesaikan suratl keterangan 




maka dapatl disimpulkan bahwal di polsekl tegal timur pelaksana l yang 
ditempatkanl di bagianl pembuatan suratl keterangan kehilanganl sudah 
ahlil dibidang lkomputer. Berdasarkanl data dil atas makal dapat 
diketahuil bahwa semual pelaksana pelayananl di polsekl Tegal Timur 
sudahl ahli dalaml pembuatan suratl keterangan kehilanganl 
6. Produk Pelayananl 
Hasil l dari pelayananl adalah suratl keterangan kehilanganl sudah 
sesuail dengan kebutuhanl pelapor. Berdasarkanl hasil wawancaral dan 
pengamatanl penulis makal dapat diketahuil bahwa hasill dari pelayananl 
adalah suratl keterangan kehilanganl sesuai denganl kebutuhan lpelapor.  
Berdasarkanl data dil atas, makal dapat diketahuil bahwa semual 
pelaksana pelayananl di polsek l Tegal Timur, Polres Tegal Kota 
mengeluarkanl surat keteranganl sesuai denganl kebutuhan masyarakatl 
atau suratl yang diinginkanl masyarakat. 
7. Saranal dan Fasilitasl 
Dari penelitianl yang dilakukanl penulis, hasill penelitian fasilitasl 
bagi kelompokl rentan misalnya l lumpuh beluml ada, selamal ini tidakl 
ada klompokl masyarakat rentanl datang mengurusl surat keteranganl 
kehilangan, kalaupunl ada pastil ditemani denganl keluarganya, 
atisipasinyal masih ldipikirkan, palingan diberikanl perhatian lkhusus, 
memberikan pelayanan l sebaik lmungkin”. Makal dapat diketahuil 






8. Pengawasan l Intern 
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, bahwa 
pengawasan intern yang dilakukan oleh kepala SPKT Kalau l 
pengawasan itul dilakukan setiapl hari, pengawasanl secara langsungl 
yang dilakukanl kepala SPKT l kepadal bawahanya agarl selalu optimall 
dalam melayani l masyarakat. 
9. Jumlah Pelaksana 
Pada Polsek Tegal Timur, hasil pengamatan penulis, jumlah l 
pelaksana yangl di tunjuk ataul bertugas dil dalam pelayan l pembuatan 
suratl keterangan kehilanganl berjumlah 2 dua lpersonel.  
10. Evaluasi Kinerja 
Evaluasil yang dilakukanl Kepala SPKT l setiap haril kebawahanya 
dalaml mengenai teknisl pelayanan, kemudianl bagaimana pemahamanl 
masyarakat mengenai l persyaratan sesuail peraturan”. Pengamatanl 
penulis evaluasil tidak dilakukanl setiap haril namun evaluasil dilakukan 
ketikal ada masalahl dalam memberikanl pelayanan. Dapat 
disimpulkkan bahwa polsekl Tegal Timur memiliki l evaluasi kinerjal 
pelaksana, yangl dilakukan tidakl setiap lhari.  
Berdasarkanl hasil penelitianl penulis daril semua polsekl yang 
telahl diteliti tidakl memiliki SOPl karena tidakl memenuhi komponenl 
standar pelayananl yang terdapatl dalam pasall 21 UUl No. 25l tahun 




ditempel didindingl ruangan pelayananl SPKT hall tersebut 
menyebabkanl terjadinya lpungli, karena pelaporl tidak mengetahuil 
standar pelayananl di polsekl Tegal Timur. Penyelenggara l pelayanan 
melanggarl Pasal 20l Ayat(1) UUl No. 25l Tahun 2009l yang lberbunyi: 
“Penyelenggaral berkewajiban menyusunl dan menetapkanl standar 
pelayananl dengan memperhatikanl kemampuan lpenyelenggara, 
kebutuhan masyarakatl dan kondisil lingkungan.     
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Layanan 
Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan Pada Kepolisian Sektor 
Tegal Timur Tegal Kota 
Daril lima faktor-faktorl yang di l jelaskan soerjonol suekanto makal 
penulis hanya l meneliti dual faktor yaitul penegak hukuml dan saranal atau 
lfasilitas. Berikut adalahl faktor-faktor yangl mempengaruhi pelaksanaanl 
standar operasionall prosedur dalaml pembuatan suratl keterangan 
lkehilangan:  
1. Faktor l penegak hukum l  
Yangl penulis telitil dalam penegakl hukum hanya l kepolisian, 
menurutl peranan ideall Pasal 30l Ayat (4l) UUD 1945 l menyatakan 
lbahwa: “Polri sebagai l alat negaral yang menjagal keamanan danl 
ketertiban masyarakatl bertugas lmelindungi, mengayomi, melayani l 
masyarakat, sertal menegakan lhukum”
50
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Perananl seharusnya Pasall 13 huruf cl adalah:103l “Tugas pokokl 
kepolisian memberikanl perlindungan, lpengayoman,dan pelayananl 
kepadal masyarakat”. Perananl yang aktuall adalah, penegakl hukum 
sebaiknya l mampu “mulatl sarira” ataul “mawas ldiri”, hal manal akan 
tampakl pada prilakul yang merupakanl pelaksanaan perananl aktualnya. 




Dil lapangan daril semua yangl diteliti penulisl pada umumnya l 
penegak hukuml sudah memberikanl pelayanan yangl baik, Cumal ada 
satul oknum yangl belum memberikanl pelayanan yangl baik dil 
kepolisian lsektor, pembuatan suratl keterangan kehilanganl adalah 
layanan l dasar yangl tidak termasukl dalam jenisl Penerimaan Negaral 
Bukan lPajak(PNBP) . Pelaksana pelayanan l melanggar Pasall 6 hurufl 
w peraturanl pemerintah RIl No. 2l Tahun 2003l tentang peraturanl 
disiplin anggotal POLRI yangl berbunyi
52
: “Dalaml pelaksanaan ltugas, 
anggota Kepolisianl Republik Indonesia l dilarang melakukanl pungutan 
tidakl sah dalaml bentuk apal pun untukl kepentingan lpribadi, golongan, 
ataul pihak l ain." 
Penulis melakukanl wawancara kepadal yang mengurusl surat 
keteranganl kehilangan, mengemukakanl bahwa:
53
 “saya l membayar 
dual puluh lribu, dalam mengurusl surat keteranganl kehilangan lBCSS” 
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Dengan l adanya Perananl yang yangl ideal, perananl yang seharusnya l 
dan perananl yang aktuall pelayanan, sebagianl besar yangl diteliti 
penulisl sudah lbaik, meskipun adal satu polsekl Tamalanrea adal oknum 
yangl pelayanya tidakl baik. Jadil faktor penegakl hukum berpengaruh l 
positif dalaml pelaksanaan SOPl dalam pembuatanl surat keteranganl 
kehilangan padal kepolisian lsektor. 
 
2. Faktor l Sarana ataul Fasilitas  
Saranal atau fasilitasl merupakan salahl satu faktorl yang 
berpengaruhl dalam memberikanl pelayanan yangl optimal kepadal 
masyarakat. Saranal tersebut mencakupl tenaga manusial yang 
berpendidikanl dan lterampil, organisasi yangl baik, peralatanl yang 
lmemadai, dan keuanganl yang cukup l108. lNamun, yang penulisl teliti 
hanyal faktor fasilitasl yaitu peralatanl yang memadail Sarana danl 
prasarana harusl dimiliki olehl pelaksana lpelayanan, sarana danl 




Saranal dan prasaranal yang memadail merupakan salahl satu 
penunjangl jalannya pelaksanaanl SOP SPKT l dimana kepalal SPKT 
wajibl membuat danl memasang papanl SOP SPKT l di ruanganl 
pelayanan pembuatanl surat keteranganl kehilangan agarl pelapor 
mengetahuil dengan jelasl prosedur pengurusanl surat keteranganl sesuai 
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denganl Asas keterbukanl pada penjelasanl Pasal 4l UU lNo. 25 Tahunl 
2009. Namunl berdasarkan hasill pengamatan penulisl di l apangan, 
fasilitasl untuk mendukungl pelaksanaan kurangl memadai, semual 
polsek yangll penulis telitil belum memasangl papan SOPl SPKT. 
Akibatnya, daril tidak adal SOP pelaksanal pelayanan memilikil peluang 
untukl melakukan lpungli.  
Berdasarkanl hasil pengamatanl penulis, makal dapat diketahuil 
bahwa semual polsek tidakl memiliki fasilitasl yang lmemadai. 
Penyelenggara melanggarl asas lketerbukaan, sebagaimna yangl 
tercantum dalaml Penjelasan Pasall 4 UUl No. 25l Tahun 2009l yang 
lberbunyi:
55
 “Asas keterbukaanl yaitu setiapl penerima pelayananl dapat 
denganl mudah mengaksesl dan memperolehl informasi mengenail 
pelayanan yangl diinginkan”. Jadil faktor fasilitasl berpengaruh negatifl 
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A. Kesimpulan  
Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Implementasi Layanan Pembuatan l Surat Keteranganl Kehilangan Pada 
Kepolisianl Sektor Tegal Timur Tegal Kota l tidak sesuail dengan UUl No. 25l 
Tahun l2009, karena tidakl memiliki standarl pelayanan.  
2. lFaktor-Faktor Yangl Mempengaruhi Implementasi Layanan Pembuatanl 
Surat Keterangan l Kehilangan Padal Kepolisian Sektorl Tegal Timur Tegal 
Kota l adalahl sebagai lberikut:  
a. Faktor l penegak lhukum. Faktor inil berpengaruh positifl terhadap 
pelaksanaanl standar operasionall prosedur dalaml pembuatan suratl 
keterangan lkehilangan.  
b. Faktor l Sarana ataul fasilitas. Faktorl ini berpengaruhl negatif terhadapl 
pelaksanaan SOPl dalam pembuatanl surat keteranganl kehilangan, 
dikarenakanl polsek yangl penulis telitil belum memasangl papan 









Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagail 
berikut : 
1. Polsekl yang penulisl telah telitil seharusnya memilikil SOP lSPKT, 
berdasarkan Pasall 21 UUl No. 25l Tahun 2009l agar pelaksanaanl pelayanan 
dalaml pengurusan suratl keterangan lkehilangan, berjalan sesuai l aturan 
denganl memiliki jaminanl pelayanan, danl mengurangi kesalahanl dalam 
melayanil pelapor. 
2. Dalaml hal pelaksanaanl SOP dalaml pembuatan suratl keterangan 
lkehilangan, seyogyanya perlu l pengadaan fasilitasl khusus dalaml ruangan 
misalnya l papan SOPl SPKT ditempell di ruanganl agar adanya l keterbukaan 
dalaml memberikan lpelayanan, sesuai denganl asas keterbukaanl dalam 
penyelenggaranl pelayanan publik l sebagaimana yangl tercantum dalaml 
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